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PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/MS.Sus

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili  perkara tertentu pada tingkat pertama telah

menjatuhkan  penetapan  dalam  perkara  istbat  nikah  sebagai  berikut  yang

diajukan oleh:

PEMOHON  I,  di  Kota  Subulussalam, selanjutnya  disebut sebagai

“Pemohon I”;

PEMOHON  II,  di  Kota  Subulussalam, selanjutnya  disebut  sebagai

“Pemohon II”;

Mahkamah Syar'iyah tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Para  Pemohon  dalam surat  permohonannya  tertanggal  7

November 2024,  yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Kota

Subulussalam  Nomor  106/Pdt.P/2024/MS.Sus,  tanggal  7  November  2024,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I  (Ahmad Bahasa Bin Dilin) telah menikah sah

menurut hukum Islam dengan Pemohon II  (Nurhayati Binti Alm. Salihin)

pada  tanggal  17  Februari  2002, telah  melangsungkan  pernikahan  di

Desa Tualang;

2. Bahwa  pada  saat  akad  nikah  dilangsungkan  Pemohon  I  dan

Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;

3. Bahwa  dalam  melaksanakan  pernikahan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  Pemohon  II  saat  itu

adalah Alm. Salihin (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi

dalam akad nikah tersebut adalah 1. Alusanah 2. Imam Amin dengan

mahar berupa 2 Mayam Emas;

4. Bahwa  dalam  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Saudah Piranti;
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5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II  tidak

ada  halangan  hukum  maupun  adat  istiadat  yang  berlaku,  baik

disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain  yang

keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II  tidak  pernah  bercerai  yang  memutuskan  hubungan  nikah  antara

Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

mendapat Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh

Undang-Undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  pada  hal  persyaratan  sudah

dipenuhi  oleh Para Pemohon,  sedangkan surat  nikah tersebut  sangat

diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II dan mengurus Isbat Nikah Para Pemohon;

8. Bahwa  permohonan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  telah

beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam

Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan jo. Ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan

Pemohon  II  dengan  hormat  kepada  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Kota

Subulussalam  C/q  Majelis  Hakim  yang  bersidang  berkenan  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon I  (Pemohon I)  dengan

Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan di Desa Tualang tanggal 17

Februari 2002;

3. Menetapkan biaya perkara menurut  hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Atau  jika  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Subulussalam

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
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Bahwa  permohonan  itsbat  nikah  ini  telah  diumumkan  di  papan

pengumuman Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam selama 14 hari  guna

memberikan  kesempatan  kepada  pihak-pihak  untuk  mengajukan  keberatan

atas  permohonan  pengesahan  nikah  ini,  namun  selama  tenggang  waktu

tersebut  sampai  perkara  ini  disidangkan,  tidak  ada  pihak-pihak  yang

mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam;

Bahwa  pada  hari  dan tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Para

Pemohon  tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  hadirnya  itu  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam berita  acara  sidang merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan tujuan  permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  kepada  Para  Pemohon  untuk

menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

145  ayat  (1) dan  (2)  Jo. Pasal  718  ayat  (1)  R.Bg.,  dengan  demikian

pemanggilan  tersebut  telah  dilaksanakan  secara  resmi  dan  patut,  namun

terhadap panggilan tersebut Para Pemohon tidak hadir menghadap ke muka

sidang,  sedang tidak  ternyata bahwa ketidakhadirannya itu  disebabkan oleh

suatu  halangan  yang  sah,  oleh  karenanya  berdasarkan  Pasal  148  R.Bg.

permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 22 termasuk

perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1)
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Undang-Undang  tersebut,  seluruh  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Para

Pemohon;

Mengingat,  seluruh peraturan  Perundang-Undangan dan hukum  syara’

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  Hakim  Tunggal  pada  hari  Kamis

tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir

1446  Hijriyah oleh saya  Ahmad Fauzi, S.H.  sebagai Hakim, dan  penetapan

tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

dengan  dibantu  Indramad  Putra,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti tanpa

hadirnya Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Hakim,

Ahmad Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp 0
Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00
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